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PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR G TAHUN 2021

\
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

bahwa untuk melaksanakan surat Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia  Nomor S-20/PK/2021 tentang Pelaksanaan
Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dar Sisa Dana
BOK Tambahan di Kas Daerah,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan
Menter1 Dalam Neger1 Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 khususnya pada
pada romawi I, huruf E, angka 35,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 44210),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
(Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Kalilmantan Timur,
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 42),

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menter1 Dalam Neger1i Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),
Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dar1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menter1 Dalam Neger: Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dar1 Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 5695),

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),
Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11),
Peraturan Bupati Berau Nomor 79 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020
Nomor 79)
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 79 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 79), diubah
sehingga berbuny1 sebagai berikut

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdir1 atas

1. Pendapatan Daerah
a  Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp 202816 911 000,00

Bertambah /(berkurang) Rp 000,00

Jumlah setelah perubahan Rp 202816911 000,00
b  Pendapatan Transfer

Semula Rp 1610 112 275 000,00

Bertambah /(berkurang) Rp 000,00

Jumlah Setelah perubahan Rp 1610112 275 000,00
c Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula Rp 37 467 100 000,00

Bertambah /(berkurang) Rp 000,00

Jumlah Setelah perubahan Rp 37 467 100 000,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.1.850.396.286.000,00

2. Belanja
a  Belanja Operasi
1) Belanja pegawai

Semula Rp 585 825 276 192,00

Bertambah /(Berkurang) Rp 1 575 648 755,00

Jumlah Setelah Perubahan Rp 587 400 924 947,00
2) Belanja barang dan Jasa

Semula Rp 516 746 505 116,00

Bertambah /(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Setelah Perubahan Rp 516 746 505 116,00
3) Belanja Hibah

Semula Rp 55 049 628 571,00

Bertambah /(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Setelah Perubahan Rp 55 049 628 571,00
4) Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp 1 596 000 000,00

Bertambah /(Berkurang) Rp 0,00(+)

Jumlah Setelah Perubahan Rp 1 596 000 000,00

Jumlah Belanja Operasi Rp 1 160 793 058 634,00



b  Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah

Semula Rp

Bertambah /(berkurang) Rp

Jumlah setelah perubahan Rp
2) Belanja Peralatan dan Mesin

Semula Rp

Bertambah /(berkurang) Rp

Jumlah setelah perubahan Rp

3) Belanja Gedung dan Bagunan

1 496 768 651,00
0,00
1 496 768 651,00

36 194 855 510,00
0,00
36 194 855 510,00

82 485 603 650,00
0,00
82 485 603 650,00

296 371 648 082,00
0,00
0,00(+)

Semula Rp
Bertambah /(berkurang) Rp
Jumlah setelah perubahan Rp
4) Belanja Modal Jalan,Jaringan,dan Irigasi
Semula Rp
Bertambah /(berkurang) Rp
Jumlah Setelah Perubahan Rp
Jumlah Belanja Modal Rp
¢ Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak terduga Semula Rp
Bertambah /(Berkurang) Rp
Jumlah Setelah Perubahan Rp

418 387 539 625,00

23 991 641 496,00
0,00
23 991 641 496,00(+)

Jumlah Belanja Tidak terduga Rp

d Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil

23 991 641 496,00

Semula Rp 7 562 000 000,00
Bertambah /(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp 7 562 000 000,00

2) Belanja Bantuan Keuangan
Semula Rp 241 237 695 000,00
Bertambah /(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp 241 237 695 000,00
Jumlah Belanja transfer Rp 248 799 695 000,00
Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.851.971.934 755,00
Total Surplus / (Defisit) Rp (1 575 648 755,00)

3. Pembiyaan Daerah
a Penernmaan Pembiayaan

Semula Rp 0,00
Bertambah /(Berkurang) Rp 1 575 648 755,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp 1 575 648 755,00(+)
Jumlah Pembiayaan Daerah Rp 0,00
b  Pengeluaran pembiayaan
Semula Rp 0,00
Bertambah /(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp 0,00(+)
Jumlah Pembiayaan Daerah Rp 0,00(-)
Pembiayaan Netto Rp 1.575.648 755,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan Rp 0,00
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Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 1850 396 286 000,00 (Satu Trnilwyun Delapan Ratus Lima Puluh Milyar Tiga
Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah),
Bertambah Sebesar Rp 1 575 648 755,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Twuh Puluh
Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima
Rupwah), Sehingga jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 menjadi
Rp 1851971934 755 (Satu Trnihyun Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milwyar
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh
Ratus Lima Puluh Lima Rupwah) yang terdir1 atas

Belanja operasi,

Belanja modal,

Belanja tidak terduga, dan

Belanja transfer

Qoo

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp 1 159 217 407 879,00 (Satu Trilyun Seratus Lima
Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan
Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) Bertambah Sebesar
Rp 1 575 648 755,00 (Satu Miliyar Lima Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus
Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Lima Puluh Lima Rupiwah), Sehingga Menjadi
Rp 1160 793 058 634,00 (Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Milyar Tujuh
Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga
Puluh Empat Rupiah) yang terdir1 atas
a  Belanja pegawai,

b  Belanja barang dan jasa,
¢  Belanja hibah, dan
d Belanja bantuan sosial

(2) Belanja pegawail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 585 825 276 192,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Milyar
Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus
Sembuan Puluh Dua Rupiwah), Bertambah Sebesar Rp 1 575 648 755,00 (Satu
Milhyard Lima Twuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu
Twuh Lima Puluh Lima Rupwah), sehingga menjadi Rp 587 400 924 947 (Lima
ratus delapan puluh tujuh Milyar empat ratus juta sembilan ratus dua puluh
empat nbu sembilan ratus empat puluh tujuh rupwah)

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 516 746 505 116,00 (Lima Ratus Enam Belas Milyar
Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Enam Belas
Rupwah)

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp 55 049 628 571,00 (Lima Puluh Lima Milyar Empat Puluh Sembilan
Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupwah)

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd
direncanakan sebesar Rp 1 596 000 000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan
Puluh Enam Juta Rupwah)






